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Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak
konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Begitu juga dengan obat sebagai salah satu penyembuh bagi suatu penyakit tetapi apabila obat sudah kadaluwarsa maka akan
merugikan pihak konsumen yang diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha yang menjualnya. Sebagaimana yang dimaksud didalam
PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat dikatakan bahwa Pedagang Eceran Obat atau Depot obat
dilarang menjual Obat Resep Dokter tetapi masih saja terdapat Depot obat yang menjual Obat Resep Dokter.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran produk obat kadaluwarsa di
depot obat, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk obat kadaluwarsa dan bentuk implementasi pemberian ganti rugi
terhadap konsumen yang mengonsumsi obat kadaluwarsa
	Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode
pendekatan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh
data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk obat kadaluwarsa di Depot Obat
Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini mengakibatkan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan
masih sangat minim sekali. Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen antara lain
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, meminta maaf, mengembalikan uang dan mengganti produk baru.
Sedangkan bentuk implementasi pemberian ganti rugi kepada konsumen masih belum berjalan dikarenakan pelaku usaha kurang
bertanggung jawab bahkan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.  
Disarankan kepada pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya haruslah mematuhi segala peraturan dan prosedur
yang berlaku. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam memilih produk, serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai
konsumen. Kepada YaPKA, dan juga BBPOm agar dapat menarik obat kadaluwarsa yang terdapat didepot obat dan perlu
diterapkan sanksi yang tegas seperti pencabutan izin usaha. hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
